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ABSTRACT

Modern tax administration system is the implementation of modern tax administration system that experienced improvement or repair to both individuals and institutions to be more efficient, economical and fast while the implementation of good governance is the application of the tax administration system that is transparent and accountable by making use of reliable information systems and the latest technology. The purpose of this study is to determine the Modern Tax Administration System for the Implementation of Good Governance and to know the effect of the modern Tax Administration System to the implementation of the Good Governance.
Method used in this research is descriptive and verification method. To know the effect of the modern Tax Administration System to the implementation of Good Governance. used statistical tests. The statistical test used is the calculation of Pearson correlation coefficient, determination coefficient, hypothesis test and also using SPSS 15.0 for Windows applications to strengthen calculation manually.
Based on the results of this research is that the modern Tax Administration System Tax Office Cianjur Enough, enough good governance and the implementation of the Tax Administration System affect the implementation of Good Governance. This can be seen from the statistical calculations obtained by Pearson correlation coefficient which shows a strong and positive relationship with correlation coefficient of 0.758 and also known to exist in the region of rejection of H0 means that the Ha is received or the Modern Tax Administration System has a significant and positive influence on the implementation of Good Governance
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1. PENDAHULUAN
Dewasa ini pajak merupakan tumpuan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan, penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan Negara terbesar saat ini yaitu mencapai 80% dari penerimaan Negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai bagian dari Departemen Keuangan Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menarik pajak dari masyarakat. Dewasa ini masyarakat lebih kritis dan berani dalam menyuarakan keinginannya akan pelayanan yang baik, khususnya pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. Seiring dengan bertambahnya beban yang harus ditanggung masyarakat, bertambah pula tuntutan masyarakat akan tersedia pelayanan publik yang berkualitas tinggi. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Departemen Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak Negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Sistem modernisasi administrasi perpajakan dilakukan karena penerimaan pajak pada awal reformasi perpajakan (tahun 1983), penerimaan negara masih dibawah 20% setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat melalui APBN. Tetapi dengan adanya modernisasi perpajakan penerimaan negara meningkat secara signifikan dan dari 20% menjadi 75% setiap tahunnya walaupun hal tersebut masih jauh dari apa yang sudah dianggarkan oleh negara melalui APBN. (Liberti Pandiangan, 2007:18). Modernisasi administrasi perpajakan dilakukan sebagai bagian dari reformasi birokrasi perpajakan. Modernisasi dilakukan dalam beberapa tahap dan sudah dimulai sejak tahun 2002, dengan membentuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar. Dengan sistem administrasi perpajakan modern, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas serta mempunyai kode etik kerja diharapkan akan tercipta prinsip Good Governance yang dilandasi transparansi, akuntabel, responsif, independen dan adil. Hal ini pada gilirannya akan mendukung Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu “Menjadi Model Pelayanan Masyarakat yang Menyelenggarakan Sistem dan Manajemen Perpajakan Kelas Dunia yang Dipercaya dan Dibanggakan oleh Masyarakat”. Berbagai fasilitas untuk kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan perkembangan dan kemajuan Tekhnologi Informasi. Fasilitas tersebut antara lain Website, Call Centre, Complaint Centre, e-Filling, e-SPT, One-Line Payment. Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak serta meningkatkan produktivitas aparat, akan didukung oleh sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi. Secara bertahap sistem informasi baru ini, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SI-DJP) akan diterapkan. Sistem ini menerapkan Case Management (Manajemen Kasus) dan work flow system (alur kerja), sehingga memungkinkan setiap proses kegiatan menjadi terukur dan terkontrol.
Maksud dan tujuan dari penelitian ini capai adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap good governance pada Kantor Pelayanan Pajak Cianjur.
	Adapun kegunaan penelitian ini adalah dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai bahan masukan khususnya mengenai sistem administrasi perpajakan modern terhadap pelaksanaan good governance dengan lebih efektif dan efisien dan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang, yaitu pengaruh sistem administrasi perpajakan modern terhadap pelaksanaan good governanace pada Kantor Pelayanan Pajak.
2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, seperti dikutip oleh Waluyo dan Wirawan B.Ilyas (2007:2) yaitu Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikulir ke sektor pemerintahan berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”. Sistem administrasi perpajakan  modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat. Good Governance Yaitu penerapan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan sistem informasi teknologi yang handal dan terkini.
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Sistem administrasi Perpajakan Modern
)Untuk lebih jelas kerangka pemikirannya dalam bentuk skema kerangka pemikiran sebagai berikut :
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TEORI PENGHUBUNG
“Modernisasi telah menjadi salah satu kata kunci yang melekat dan bahan pembicaraan di lingkungan Direktorat Pajak, Departemen keuangan. Hal itu dilakukan yang bertujuan untuk menerapkan 
“good governance”
 dan “Pelayanan Prima” kepada masyarakat.Administrasi perpajakan akan dapat berjalan dengan efektif mencapai sasaran bila mendapat dukungan dari masyarakat. Sedangkan dukungan masyarakat ada bila mereka percaya bahwa sistem perpajakan telah diadministrasikan sesuai dengan asas pemerintahan yang baik
 (good governance)
)



 (
Hipotesis:
Adanya pengaruh system administrasi perpajakan moder n terhadap pelaksanaan good governance
)








	Hipotesis keseluruhan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut:
“Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh terhadap pelaksanaan good governance“


3. OBJEK DAN METODE PENELITIAN
objektif	Pada penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modernisasi dan Pelaksanaan Good Governance pada KPP Paratama cianjur yang berlokasi di jalan Bandung Km 3 Cianjur Kotak Pos No.172 Cianjur.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada Kantor Pelayanan Pajak Cianjur.. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Sehubungan dengan tingkat pengukuran untuk variabel independen (Sistem administrasi perpajakan modern) dalam penelitian ini menggunakan skala ordinal dan variabel dependen  (Pelaksanaan good governance) berskala ordinal, maka data variabel independen dan dependen tersebut harus ditransformasikan untuk menaikkan tingkat pengukuran dari skala ordinal ke skala interval. Teknik yang digunakan untuk menaikkan data tersebut adalah MSI (Method of Succesive Intervals) atau disebut metode interval berurutan. Teknik tersebut merupakan teknik yang paling sederhana dalam mentransformasi skala ordinal menjadi skala interval. Dengan demikian semua data yang telah dinaikkan dari skala ordinal ke interval ini dapat digunakan sebagai data input untuk analisis korelasi pearson product moment.
Langkah-langkah transformasi data ordinal ke data interval adalah sebagai berikut:
1. Memperhatikan setiap butir jawaban responden dari kuesioner yang disebarkan
2. Pada setiap butir ditentukan dihitung masing-masing frekuensi  jawaban     responden
3. Setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden dan hasilnya disebut proporsi
4. Menentukan proporsi kumulatif dengan jalan menjumlahkan nilai proporsi secara berurutan perkolom skor
5. Menggunakan Tabel Distribusi Normal, hitung nilai Z untuk setiap proporsi kumulatif yang diperoleh
6. Menentukan nilai tinggi densitas untuk setiap nilai Z yang diperoleh (dengan menggunakan Tabel Tinggi Densitas)
7. Menentukan skala dengan menggunakan rumus:

 	(Density at Lower Limit) - (Density at Upper Limit)
NS = 
          (Area Below Upper Limit) – (Area Below Lower Limit)

Dimana :	
Density at Lower Limit   	= kepadatan batas bawah
Density at Upper Limit   	= kepadatan batas atas
Area Below Upper Limit  	= daerah dibawah batas atas
Area Below Lower Limit 	= daerah dibawah batas bawah 
8. Menentukan nilai transformasi dengan rumus :
[image: ]

Proses pentransformasian data ordinal menjadi data interval dalam penelitian ini menggunakan bantuan program komputer yaitu Microsoft Office Excel 2007 (Analize)
Selanjutnya untuk menunjang hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara sebagai berikut:
1. Penelitian Lapangan (Field Research)
Penelitian ini dilakukan mendatangi objek penelitian untuk memperoleh data, yaitu dengan cara:
a. Observasi, yaitu peneliti mendatangi dan mengamati obyek yang akan diteliti sehingga peneliti memperoleh beberapa informasi dan data yang dibutuhkan.
b. Wawancara.
Yaitu mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu pegawai pajak guna memperoleh informasi yang relevan.
c. Dokumentasi.
Dalam penelitian ini penulis menelaah dari data data yang ada di KPP Paratama Cianjur.
d. Kuesioner.
Teknik pengumpulan data lapangan dengan membuat daftar pertanyaan  yang berisikan sejumlah alternatif jawaban yang bersifat tertutup. Responden hanya tinggal memilih salah satu dari alternatif jawaban yang mereka anggap paling tepat dan cepat, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan tersebut.
2. Studi Pustaka (Library Research).
Teknik pengumpulan data dengan mencari data-data dari kepustakaan buku, informasi-informasi berdasarkan data-data yang dibutuhkan penulis berupa data primer mengenai system administrasi perpajakan modern, pelaksanaan good governance dan data yang mendukung seperti catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan.
Validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Suatu alat ukur disebut valid bila ia melakukan apa yang seharusnya dilakukan dan mengukur apa yang seharusnya diukur.
Instrumen untuk mendapatkan data dicobakan pada sampel dari populasi. Setelah data ditabulasikan, maka pengujian validitas konstruksi dilakukan dengan analisis faktor yaitu dengan mengkorelasikan antara skor item instrumen dalam suatu faktor, dan mengkorelasikan skor faktor dan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya 0,3 ke atas maka faktor tersebut merupakan construct yang kuat. Jadi berdasarkan analisis instrumen tersebut dapat disimpulkan bahwa instrument tersebut memiliki validitas yang baik.

Reliabilitas artinya adalah tingkat kepercayaan hasil suatu pengukuran yang memiliki reliabilitas tinggi yaitu pengaruh yang mampu memberikan hasil ukur yang terpercaya. Reliabilitas merupakan salah satu ciri atau karakter utama instrumen pengaruh yang baik. Berdasarkan hal tersebut, maka setelah melakukan pengujian validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian reliabilitas untuk menguji kecenderungan atau kepercayaan alat pengukuran dengan diperoleh nilai  dari pengujian reliabilitas yang menunjukan hasil indeks korelasi yang menyatakan ada tidaknya hubungan antara dua belah instrumen.
	Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas (keandalan) kuesioner dalam penelitian ini digunakan teknik belah dua (split half) skor pernyataan (statement) bernomor ganjil genap, dengan teknik korelasi Spearman Brown. Cara kerja Teknik Belah Dua (Split Half Method) menurut Sugiyono  (2009:126) adalah sebagai berikut :
1.  Butir-butir instrumen di belah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok instrumen ganjil dan genap. 
2.  Skor data tiap kelompok disusun sendiri. Skor butir kelompok dijumlahkan sehingga menghasilkan skor total.
3.	Selanjutnya skor total antara kelompok ganjil dan genap di cari korelasinya.
4.	Koefisien korelasi selanjutnya dimasukan dalam rumus Spearman Brown.
Tabel 1
Kriteria  Penilaian Reliabilitas
	Criteria
	Reliability
	Validity

	Good
	0,80
	0,50

	Acceptable
	0,70
	0,30

	Marginal
	0,60
	0,20

	Poor
	0,50
	0,10


     Sumber: Barker et al, 2002; 70
Perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS 15 atau  merupakan program aplikasi yang digunakan untuk melakukan penghitungan statistik dengan menggunakan komputer. Kelebihan dari program ini adalah kita dapat melakukan lebih cepat semua penghitungan statistik dari yang mulai sederhana hingga rumit sekalipun.
	Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan program SPSS 15 diperoleh hasil uji validitas dan reliabilitas kuesioner kedua variabel seperti dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Validitas Kuesioner Sistem Administrasi Perpajakan Modern
	Butir Pertanyaan
	Indek validitas
	Nilai Kritis
	Keterangan

	Item_1
	0,801
	0,30
	Valid

	Item_2
	0,874
	0,30
	Valid

	Item_3
	0,719
	0,30
	Valid

	Item_4
	0,790
	0,30
	Valid

	Item_5
	0,419
	0,30
	Valid

	Item_6
	0,630
	0,30
	Valid

	Item_7
	0,814
	0,30
	Valid

	Item_8
	0,828
	0,30
	Valid

	Item_9
	0,740
	0,30
	Valid

	Item_10
	0,423
	0,30
	Valid

	Item_11
	0,888
	0,30
	Valid

	Item_12
	0,940
	0,30
	Valid

	Item_13
	0,860
	0,30
	Valid

	Item_14
	0,852
	0,30
	Valid

	Koefisien Reliabilitas (Split-Half) = 0,930


  
Tabel 3
Hasil Uji Validitas Kuesioner Pelaksanaan Good Governance
	Butir Pertanyaan
	Indek validitas
	Nilai Kritis
	Keterangan

	Item_15
	0,873
	0,30
	Valid

	Item_16
	0,747
	0,30
	Valid

	Item_17
	0,484
	0,30
	Valid

	Item_18
	0,860
	0,30
	Valid

	Item_19
	0,520
	0,30
	Valid

	Item_20
	0,751
	0,30
	Valid

	Item_21
	0,694
	0,30
	Valid

	Item_22
	0,844
	0,30
	Valid

	Item_23
	0,777
	0,30
	Valid

	Koefisien Reliabilitas (Split-Half) = 0,837



Pada kedua tabel di atas dapat dilihat nilai indeks validitas setiap butir pernyataan lebih besar dari nilai 0,30, artinya semua butir pertanyaan yang diajukan valid dan layak digunakan sebagai alat ukur untuk penelitian. Koefisien reliabilitas kedua variabel lebih besar dari 0,70 menunjukkan bahwa kuesioner yang digunakan reliabel dalam mengungkap variabel yang sedang diteliti.
Untuk melihat lemah kuatnya sistem administrasi perpajakan modern pengaruhnya terhadap pelaksanaan good governance maka dibuktikan dengan menggunakan analisis Korelasi Pearson Product Moment, karena dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian analisis deskriptif. Analisis Korelasi Product Moment digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan dan membuktikan hipotesis sistem administrasi perpajakan modern pengaruhnya terhadap pelaksanaan good governance. Penulis juga akan melakukan uji statistik analisis regresi untuk mengetahui ada atau tidaknya peranan antara sistem administrasi perpajakan modern pengaruhnya terhadap pelaksanaan good governance, serta  untuk mengetahui besarnya sistem administrasi perpajakan modern pengaruhnya terhadap pelaksanaan good governance maka peneliti menggukanan analisis koefesien determinasi atau yang disingkat KD.
Agar hasil perhitungan koefisien korelasi dapat diketahui signifikan atau tidak signifikan maka hasil perhitungan dari statistik uji t (thitung) tersebut selanjutnya dibandingkan dengan t tabel. Tingkat signifikannya yaitu α = 0,05 dengan uji dua pihak dan derajat kebebasannya (dk = n-2), artinya jika hipotesis nol ditolak dengan taraf kepercayaan 95%, maka kemungkinan bahwa hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai kebenaran 95% dan hal ini menunjukan adanya hubungan (korelasi) yang meyakinkan (signifikan) antara dua variabel tersebut.
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 12 pegawai pajak yang menjadi responden tentang sistem administrasi perpajakan modern pengaruhnya terhadap pelaksanaan good governance. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut.




Keterangan:
a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.
Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel sistem administrasi perpajakan modern. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran sistem administrasi perpajakan  modern secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut.
Tabel 4
Rekapitulasi  Skor Jawaban Responden Pada Variabel Sistem Administrasi Perpajakan modern

	No
	Instrumen
	Skor Aktual
	Skor Ideal
	%
	Kategori

	1
	Adanya restrukturisasi organisasi DJP era modernisasi
	34
	60
	56,67%
	Cukup 

	2
	Pemisahan antara fungsi pemeriksaan dengan fungsi keberatan
	44
	60
	73,33%
	Baik

	3
	Adanya pemisahan segmentasi Wajib Pajak yang dikelola KPP
	46
	60
	76,67%
	Baik

	4
	Meningkatkan kenyamanan wajib pajak pada saat mengantri
	47
	60
	78,33%
	Baik

	
	Restrukturisasi Organisasi
	171
	240
	71.25%
	Baik

	5
	Konsep perbaikan proses bisnis di KPP
	     31
	60
	51.67%
	Kurang baik 

	6
	SOP (Standard Operating Procedures) di KPP
	40
	60
	66,67%
	Cukup 

	7
	Adanya full automation di KPP
	50
	60
	83,33%
	Baik

	8
	Adanya built-in control di KPP
	49
	60
	81,67%
	Baik

	9
	Case management dan workflow system
	47
	60
	78,33%
	Baik

	
	Penyempurnaan Proses Bisnis
	217
	300
	72.33%
	Baik

	10
	Adanya pemetaan kompetensi di KPP
	33
	60
	55,00%
	Kurang baik

	11
	Jabatan harus dievaluasi oleh Kepala Kantor
	43
	60
	71,67%
	Cukup 

	12
	Beban kerja masing-masing jabatan dianalisis oleh Kepala Kantor
	45
	60
	75,00%
	Cukup 

	13
	Pembuatan dan dokumentasi SOP di KPP
	48
	60
	76,00%
	Baik

	14
	Pemanfaatan sistem jenjang karir
	51
	60
	85,00%
	 Sangat Baik

	
	Penyempurnaan Manajemen SDM
	220
	300
	73,33%
	Cukup 

	
	Total
	608
	840
	72,38%
	Cukup 


Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa sistem administrasi perpajakan modern pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur sudah cukup. Hal ini terlihat dari indikator diantaranya Restrukturisasi Organisasi dan penyempurnaan Manajemen SDM yang dibuat oleh kepala kantor sudah cukup di laksanakan karena terlihat dengan adanya penyempurnaan proses bisnis terdapat konsep yang baik sehingga standard operating procedures di KPP sudah mulai berjalan dengan baik dan jabatan pegawai pajak yang dievaluasi dan beban kerja masing-masing jabatan dianalisis oleh Kepala Kantor membuat pegawai pajak termotivasi untuk lebih baik lagi dalam menjalankan pekerjaannya.
Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 12 pegawai pajak yang menjadi responden tentang pelaksanaan good governance. Sama halnya pada system administrasi perpajakan modern, skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal. Analisis dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel pelaksanaan good governance. Selanjutnya untuk mendapatkan gambaran pelaksanaan good governance secara menyeluruh, akan dilakukan rekapitulasi jumlah skor tanggapan responden atas kelima indikator dan hasilnya dirangkum pada tabel berikut :
Tabel 4.5
Rekapitulasi  Skor Jawaban Responden Pada Variabel Pelaksanaan Good Governance
	No
	Indikator
	Skor Aktual
	Skor Ideal
	%
	Kategori

	1
	Penegakan kode etik bagi para pegawai
	37
	60
	61,67%
	Cukup

	2
	Tujuan diadakannya kode etik di KPP
	43
	60
	71,67%
	Baik

	3
	Kewajiban yang harus ditaati oleh pegawai pajak
	37
	60
	61,67%
	Cukup

	4
	Larangan yang harus dihindari oleh pegawai pajak
	42
	60
	70,00%
	Baik

	
	Pembuatan dan Penegakan Kode Etik
	159
	240
	66,25%
	Cukup

	5
	Adanya Fungsi saluran pengaduan Independen
	43
	60
	71,67%
	Baik

	6
	Fungsi saluran pengaduan Independen
	40
	60
	66,67%
	Cukup

	
	Penyediaan Berbagai Saluran Pengaduan
	83
	120
	69,17%
	Baik

	7
	Lingkup Internal DJP
	37
	60
	61,67%
	Cukup

	8
	Pembentukan complaint center di KPP
	40
	60
	66,67%
	Cukup

	9
	Penggunaan complaint center di KPP
	42
	60
	70,00%
	Baik

	
	Pembentukan Complaint Center
	82
	120
	68,33%
	Baik

	
	Total
	361
	540
	66,85%
	Cukup



Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur sudah cukup. Hal ini terlihat dari adanya penegakan kode etik bagi para pegawai yang sebelumnya belum optimal, dan kewajiban yang harus ditaati pegawai pun belum optimal. Yang berhubungan dengan wajib pajak seperti fungsi saluran pengaduan independen belum dipergunakan secara maksimal maka dengan diadakannya complaint center di kantor pajak untuk menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti komitmen kantor pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus untuk meningkatkan pengawasan bagi internal kantor pajak.
Kuat lemahnya hubungan antara variabel X dan variabel Y dalam penelitian ini, dibuktikan dengan menggunakan analisis Korelasi Pearson Product Moment, karena dalam penelitian ini penulis mempergunakan metode penelitian analisis deskriptif. Analisis Korelasi Product Moment digunakan untuk mengukur kuat atau lemahnya hubungan dan membuktikan hipotesis sistem administrasi perpajakan modern pengaruhnya terhadap pelaksanaan good governance.
Berdasarkan hasil perhitungan di dapat dilihat bahwa besar hubungan antar variabel sistem administrasi perpajakan modern dengan pelaksanaan good governance yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,758. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/kuat  antara sistem administrasi perpajakan modern  dengan pelaksanaan good governance pada KPP Pratama Cianjur. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin besar sistem administrasi perpajakan modern akan membuat pelaksanaan good governance semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah sistem administrasi perpajakan modern akan membuat pelaksanaan good governance makin rendah.
Selanjutnya untuk menguji peran sistem administrasi perpajakan modern (X) pelaksanaan good governance (Y) pada KPP Pratama Cianjur Bandung digunakan analisis regresi linier sederhana. 
Melalui hasil regressi maka dapat dibentuk sebuah persamaan regresi sebagai berikut:
Y = 5,416 + 0,494 X
Dimana : Y =  Pelaksanaan Good Governance
	    X = Sistem administrasi perpajakan modern  
Nilai konstanta (a) menunjukkan nilai rata-rata pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur apabila tidak diterapkan sistem administrasi perpajakan modern sebesar 5,416 dalam skala 0-60 maka pelaksanaan good governance tanpa sistem administrasi perpajakan moderndalam tingkatan yang sangat rendah. Kemudian nilai koefisien regressi sistem administrasi perpajakan modern (b) sebesar 0,494 menunjukkan perubahan pelaksanaan good governance pada KPP Prtama Cianjur apabila sistem administrasi perpajakan modern ditingkatkan sebesar satu satuan.
Dari hasil perhitungan tersebut dapat dilihat bahwa koefisien regresi memiliki tanda positif,  artinya semakin baik sistem administrasi perpajakan modern diduga akan meningkatkan pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. Sebaliknya, semakin tidak baik sistem administrasi perpajakan modern diduga akan menurunkan pelaksanaan Good Governance Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
Kemudian Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen.dapat diketahui bahwa nilai R-square adalah sebesar 0,575, nilai ini dikenal dengan koefisien determinasi 
KD = 0,575 x 100% = 57,5%
Koefisien determinasi sebesar 57,5% menunjukkan bahwa 57,5% perubahan yang terjadi pada pelaksanaan Good Governance di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur bisa dijelaskan oleh sistem administrasi perpajakan modern. Artinya sistem administrasi perpajakan modern mampu memberikan kontribusi atau pengaruh terhadap pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur sebesar 57,5%. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 42,5% dipengaruhi variabel lain di luar variabel sistem administrasi perpajakan modern seperti kompetensi pegawai pajak,pengendalian intern,audit pajak.
Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.
	Ho:  = 0
	Sistem administrasi perpajakan modern (X) tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Governance (Y) pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur

	Ha:   0
	Sistem administrasi perpajakan modern (X) berpengaruh terhadap pelaksanaan Good Governance(Y) pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur


Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai thitung lebih besar dari ttabel (2,228) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima. Data variabel X (sistem administrasi perpajakan modern) dan variabel Y (pelaksanaan Good Governance) yang digunakan untuk perhitungan korelasi dan regressi disajikan pada tabel berikut
	Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai thitung sebesar 3,675, sementara pada tabel t dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas  (12-2) = 10 diperoleh nilai t tabel sebesar 2,228.  Karena thitung (3,675) lebih besar dari ttabel (2,228), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh sistem administrasi perpajakan modern  terhadap pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap  pelaksanaan Good Governance Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur
5. KESIMPULAN
1. Sistem administrasi perpajakan modern pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur sudah cukup. Hal ini terlihat dari indikator diantaranya Restrukturisasi Organisasi dan penyempurnaan Manajemen SDM yang dibuat oleh kepala kantor sudah cukup di laksanakan karena terlihat dengan adanya penyempurnaan proses bisnis terdapat konsep yang baik sehingga standard operating procedures di KPP sudah mulai berjalan dengan baik dan jabatan pegawai pajak yang dievaluasi dan beban kerja masing-masing jabatan dianalisis oleh Kepala Kantor membuat pegawai pajak termotivasi untuk lebih baik lagi dalam menjalankan pekerjaannya.
2. Pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur sudah cukup. Hal ini terlihat dari adanya penegakan kode etik bagi para pegawai yang sebelumnya belum optimal, dan kewajiban yang harus ditaati pegawai pun belum optimal. Yang berhubungan dengan wajib pajak seperti fungsi saluran pengaduan independen belum dipergunakan secara maksimal maka dengan diadakannya complaint center di kantor pajak untuk menampung keluhan wajib pajak merupakan bukti komitmen kantor pajak untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak sekaligus untuk meningkatkan pengawasan bagi internal kantor pajak.
3. Sistem administrasi perpajakan modern berpengaruh signifikan terhadap pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. Sistem administrasi perpajakan modern memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 57,5% terhadap pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur. Semakin baik sistem administrasi perpajakan modern akan meningkatkan pelaksanaan Good Governance, sebaliknya semakin tidak baik sistem administrasi perpajakan modern akan menurunkan pelaksanaan Good Governance pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur.
Saran
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern telah terbukti membawa pengaruh yang positif dalam pelaksanaan good governance, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur sebagai berikut
1. Kantor pajak harus mmenyempurnakan proses bisnis dengan menggunakan konsep yang berbasis teknologi komunikasi dan informasi yang sederhana dan mudah dimengerti oleh pegawai pajak.
2. Aparat perpajakan harus terus bekerja keras untuk menyukseskan program-program yang telah ditetapkan dalam Sistem administrasi perpajakan modern. Salah satunya pemetaan kompetensi di KPP cianjur yang belum baik agar pegawai pajak lebih bebas melakukan pekerjaanya.
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